BAB IV

ANALISISTINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

A. ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF

Dalam bab sebelumnya telah dijelskan mengenai Kingalana
pembunuhan. Dalam hal ini tindak pidana pembunutianikan sebagai
perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyaseorseng. Sementara
itu dalam KUHP merumuskan delik pembunuhan sebagdbuatan oleh
siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa larardgngan unsur-
unsur; (1) Pembunuhan merupakan perbuatan yangakibatkan kematian
orang lain; (2) pembunuhan itu sengaja, artinyaatkan untuk membunuh;
(3) pembunuhan itu dilakukan dengan segera sedimdéil maksud untuk
membunuh. KUHP juga menempatkan pembunuhan seltiagak pidana
meterial (aterial delic}, artinya kesempurnaan tindak pidana itu tidakuguk
dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadratypiga adanya akibat
dari perbuatan itu.

Dalam hukum pidana islam tindak pidana atau yarrgqgedisebut
dengan jarimah terbagi dalam tiga macam, yaitu:J&tdmah Hudud yaitu

tindak pidana yang ketentun dan sanksinya meruplaékrAllah yang sudah
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ditetapkan oleh Syarg’(2) Jarimah QishashdanDiyat, yaitu jarimah untuk
delik pembunuhan dan pelukaan; dan Jayimah Ta’'zi; adalahjarimah
yang belum ada ketentuannya dakyara’.

Tindak pidana pembunuhan masuk dalmmmah gisashdan diyat
yang didalamnya terdapat ketentugisash sebagai hukuman pokoknya,
hukuman pengganti ataliyat, dan pemaafan. Hal ini didasarkan pada firman

Allah SWT dalam surat Al-bagarah ayat 178:
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Artinya: “Hal orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishash berkenaan dengan orang-orang yang dibuatdng
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba da
wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang meatap
suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepgaing
memberi maaf dengan yang baik (pula). Yang demikian
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suahmnrat.
Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang amat pedih”.

Qishash merupakan pembalasan yang setimpal yang dikenakan
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau gmtukSemisal jika
seseorang melakukan dengan sengaja menghilangkararseseorang, maka

hukum qgisash yag akan dikenakan adalah hukum bunuh bagi pelaku

! Syara’ dalam hal ini adalah ketentuan-ketenyuany yardapat dalam Al-Qur'an dan
sunnah.
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pembunuhan. Demikian juga jika ada seseorang yaglgkokan pelukaan
terhadap seseorang yang mengakibatkan luka ataignyat anggota badan,
maka sanksi hukum yang dikenakan pada pelaku agelakaan yang sama

di bagian anggota tubuh itu luka.

Sedangkariyat adalah hukuman pengganti bagi pelaku tindak pidana

pembunuhan atau pelukad@iyat merupakan pemberian sejumlah harta yang
dibebankan pada pelaku tindak pidana apabila kodbam keluarga korban
tidak menghendaki dilaksanakanrgiahash.

Dalam hal tindak pidana pembunuhan ini secara urhukum islam
mengklasifikasikan pembunuhan menjadi tiga m&ggaitu: (1) pembunuhan
yang sengaja dan diniati untuk membunuh; (2) sengegmukulnya tapi tak
ada niat untuk membunuh (semi sengaja); (3) penttamdengan tersalah.

Untuk pembunuhan yang disengaja dan diniati untakbunuh, secara
global pembunuh wajib terkena tiga perkara, yaitl)i dosa besar; (2)
digishash (3) terhalang menerima warisan. Sanksi asal pertadalah
gishash mengenai hal ini Imam Syafi’'i berpendapat bahvad iworban boleh
memilih antara mengambdishashdan diyat sesukanya. Baik orang yang
membunuh itu rela atau tidak.

Sedangkan unsur-unsur dalam tindak pembunuhan jsey@ag harus
dipenuhi adalah: (1) korban adalah orang yang hi@jpPerbuatan pelaku
mengakibatkan kematian korban; (3) Ada niat darilalpe untuk

menghilangkan nyawa korban. Jadi jika unsur-unsamgyada terpenuhi

? Pengklasifikasian ini didasarkan pada pendapahiufugoha (ulama’ Hanafiyah,
Syafiiyah, dan Hanabillah), sedangkan menurut InMatik pengkasifikasian tindak pidana
pembunuhan terbagi kedalam dua macam, yaitu perhburdisengaja dan tidak disengaja.
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dalam tindak pidana pembunuhan ini maka pelaku akl@nai hukuman
gishashsebagai sanksi pokoknya, ddigat sebagai sanksi pengganti jika ada
pemaafan dari keluarga korban.

Sementara untuk tindak pidana pembunuhan menyerspagaja
pelaku dapat dikenai sanksliyat sebagai hukuman pokoknya, dalam
pembunuhan jenis ini Imam Syafi'i berpendapat bahpedaku diberi
ganjaran dengan membeliyat mughalladzalkepada keluarga korbadiyat
ini sama seperti membunuh dengan sengaja. Hargydsdanya terletak pada
penanggungjawab dan waktu membayarnya yang dibabariepada
keluarga éqilah), dan pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.

Apabila dalam pembunuhan semi sengdijgat gugur karena adanya
pengampunan maka pelaku akan tetap dikenai hukuta&@r yang
diserahkan pada hakim yang berwenang sesuai dpegamatan pelaku.

Sedangkan dalam pembunuhan karena tersalah, peétglat dikenai
diyat dan kafarat sebagai sanksi pokoknya, berpuasa sebagai hukuman
penggantinya, dan hukuman tambahan berupa penocabakamewarisi dan
hak menerima wasiat.

Jika melihat hukum pidana islam yang mengklasifkas pembunuhan
berdasarkan jenis perbuatan dengan ada tidaknya kasengajaan sebagai
indikatornya, maka hal ini merupakan upaya untulnensukan kebenaran
materiil. Dalam hukum pidana konvensional yang mpakan hukum pidana
yang banyak dipakai dalam sistem peradilan pidareriohgai negara

khususnya Indonesia, hal yang paling mendasar dai@tem peradilan
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pidana adalah untuk menemukan kebenaran meteaik, itu dalam hukum
acara pidananya maupun hukum materiilnya yang tdubadalam pasal
perpasal dalam KUHP. Tentu saja dengan menegakkdwumnh (aw
enforcemét maka sudah boleh dikatakan hukum dapat bekepagsémana
mestinya, bukan hanya sebagai fungsi kontrol dagduperekayasa belaka
akan tetapi hukum telah selangkah lebih maju yakumkum telah berfungsi
sebagai penegak kedilan yang pada dasarnya keadlandipahami sebagai
nilai-nilai yang diyakini dan hidup dalam masyara#lalam pengertian yang
universal

Dalam hukum pidana konvensional, pembunuhan terfné&sdalam
tindak pidana murni yang terlepas sama sekali wlasur-unsur keperdataan.
Ini artinya jika ada seseorang yang melakukan kingidana pembunuhan
maka tidak dikenal upaya perdamaian dalam sistekarhwidana, dengan
kata lain proses peradilan pidana harus berjalak kaluarga korban
memaafkan ataupun tidak. Ini terjadi karena adaasas kepastian hukum
yang harus ada dalam sistem peradilan pidana.himjang kemudian
menjadikan korban dalam sistem peradilan pidarak tdemiliki ruang untuk
berpartisipasi karena adanya redistribusi kekugaag memposisikan negara
sebagai korban sehingga peran korban diwakili oleh negara dalam hal ini
polisi dan jaksa penuntut umum dalam proses pamagidana.

Asas kepastian hukum ini juga yang kemudian metahirhukuman
bagi pelaku pembunuhan lebih bersifegtributif, yaitu mengartikan

pemidanaan sebagai hal yang mutlak dengan mengartaksur derita yang
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harus ada sebagai akibat dari terjadinya tindaknadyang telah dilakukan.
Penerapan sanksi yang bersifat retributif inilamgykemudian dianggap
mengabaikan kepentingan korban untuk mendapatkanulg@n atas
kerugian yang telah diterima atas terjadinya tinglalana.

Berbeda dengan hukum konvensional yang menempkttaan sesara
pasif dalam tindak pidana pembunuhan, hukum islaemamdang tindak
pidana pembunuhan sebagai perkara yang didalames@dapat unsur
keperdataan yang menempatkan korban memiliki rugryy sangat luas
untuk menentukan penyelesaian perkara pidana. Korlmaemiliki
kewenangan untuk malakukan upaya restoratif danenmakan sanksi apa
yang akan di berikan kepada pelaku tindak pidanmbp@uhan guna
memulihkan kerugian yang telah dialaminya.

Upaya restoratif hukum islam dalam tindak pidanalpenuhan adalah
dengan melibatkan korban atau dalam hal ini keludayban, pelaku, serta
hakim sebagai representasi dari masyarakat untasepr mediasi dan
eksekusi. Keluarga korban sebagai orang yang tark#dmmpak secara
langsung atas terjadinya tindak pidana pembunuhamilki kewenangan

untuk menentukan sanksi terhadap pelaku benighash diyat, ataupun

pemaafan tanpaiyat sekalipun. Pelaku dalam hal ini sebagai orang yang

paling bertanggung jawab atas kerugian yang teiamtgilkan diharuskan
memiliki kerelaan untuk bertanggungjawab dengan emerhi permintaan

dari korban, hakim disini sebagai representasi arakat dapat bertindak
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sebagai mediator dan pengawas bahkan pelaksan&uskgé&ka dalam
musyawarah tersebut korban menginginkan dilaksamakkumargishash

Mengenai pembayaradiyat hukum pidana islam membedakannya
menjadi dua, yaitudiyat mughalladzahdan diyat mukhafafah Pada
prinsipnya sama antardiyat mughalladzahdan diyat mukhaffafah yaitu
beban berupa pembayaran yang harus diberikan elakipkepada keluarga
korban tindak pidana pembunuhan. Yang membedalsni didalah waktu
pembayaran, antara tunai dan kebolehan dianggyantemg pada klasifikasi
tindak pidana pembunuhan yang dilakukdyat merupakan hukuman
pengganti dari hukuman pokaojishashyang diharapkan mempu memulihkan
kerugian yang dialami oleh keluarga korban dengabunuhnya anggota
keluarganya. Konsegiyat inilah yang kemudian menjadikan hukum islam
menjadi lebih dinamis dalam rangka untuk memperkézdilan.

Dalam hukum konvensioal konseép/at hampir sama dengaestitusi
atau dendaRestitusiadalah denda yang harus dibayarkan untuk mengganti
atas kerugian yang telah ditimbulkan. Biasarestitusiini sering ditemukan
dalam sistem hukum perdata yang pada dasarnya ikieciml perseorangan
dan terlepas dari unsur pidana (publik). Akan tettgrlepas dari perkara
pidana atau perdata, fungsi hukum adalah untuk iptken keadilan
dengan memulihkan apa yang telah terenggut darbakor Sehingga
pemikiran syafi'i tentangliyat tentu berdasarkan pada pemulihan yang harus

didapatkan oleh korban.
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Selain itudiyat bagi pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban
yang harus dipenuhi atas kerugian yang ditimbulitanikan tetapi lebih
dari itu, proses dialog antara korban dan pelakantgenyelesaian perkara
pidana diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pad&u atas
tindakannya, sehingga keadilan restoratif bukardamata-mata bertumpu
pada pemulihan korban, akan tetapi juga dapat mekabekesadaran pada
pelaku dan lebih meningkatkan peran serta mesyarakdauk ikut

berpartisipasi dalam menciptakan suasana yanb tsti aman.

RELEVANSI TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemiky@amg merespon
pengembangan sistem peradilan pidana dengan mebégratkan pada
kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yangadiersisihkan dengan
mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan piglaada pada saat ini.

Berjalannya proses peradilan adalah untuk menchgadilan yang
bukan hanya berhenti pada pemberian sanksi pidada pelaku sebagai
pembalasan atas kerusakan yang dilakukan, akapi tetases peradilan
diharapkan mampu untuk memulihkan kerugian yantaiiakorban kepada
posisi semula dimana kejahatan belum terjadi. htylng kemudian menjadi

idaman masyarakat dunia saat ini yang merasa fugs dengan sistem
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peradilan pidana yang ada karena tidak memberikamgr bagi korban untuk
terlibat secara langsung dalam proses penyelepar&ara pidana.

Konsep keadilan restoratif memiliki perbedaan meadadengan
konsep keadilan retributif yang menjiwai sistem godan pidana di
mayoritas negara. Keadilan retributif memandabghwa pemidanaan
adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagatu pembalasan
kepada pelaku tindak pidanalFokus perhatian keadilan retributif yaitu
kepada pelaku melalui pemberian derita, dan kepadayarakat melalui
pemberian perlindungan dari kejahatan. Dengan damikjika keadilan
restoratif menekankan pada pemulihan serta menaverikkus perhatian
kepada korban, pelaku, dan masyarakat terkait, ile@adretributif
menekankan pada pembalasan serta memberikan fodmatipn hanya
kepada pelaku dan masyarakat luas.

Dari beberapa definisi yang ada penulis berusahadefmisikan
keadilan restoratif sebagai sebuah konsep pencepkeadilan yang
menekankan pada pemulihan atas kerusakan yangltakihat terjadinya
suatu tindak pidana, dengan melibatkan korbatgkpe masyarakat terkait
serta pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dindksengan pemulihan
di sini bukan hanya kepada diri korban, tetapi jutja pelaku dan
masyarakat yang turut merasakan akibat kejahatan.

Tentunya konsep keadilan restoratif tidak munglemwtijud tanpa
adanya upaya restoratif, upaya restoratif dalamnhalapat dipahami sebagai

upaya yang menggunakan konsep keadilan restoratf mienghasilkan
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tujuan dari konsep tersebut yaitu kesepakatanapia pihak yang terlibat.
Kesepakatan ini merupakan kesepakatan para pihaff gmlasarkan pada
upaya pemenuhan kebutuhan korban dan masyaralatkatagian yang
timbul dari tindak pidana yang terjadi. Kesepakatarsebut juga dapat
diartikan sebagai suatu upaya memicu prosggegrasiantara korban dan
pelaku, sehingga kesepakatan tersebut dapat bekbeefumlah program
seperti reparasi (perbaikangstitusiataupurcommunity service.

Dalam sistem hukum pidana di indonesia sebenarpggaukeadilan
restoratif memungkinkan untuk dilaksanakan. Kewegaan diskresi
kepolisian misalnya, dapat digunakan untuk melakudgersi(pengalihan)
yaitu proses pengalihan perkara pidana dari sigtemadilan pidana ke
prosesinformal. Akan tetapi upaya ini jarang untuk dilakukan kere
berbenturan dengan asas kepastian hukum kaitanyagade law
enforcement.

Berbeda dengan hukum pidana konvenisonal yang nuangn
pembunuhan sebagai tindak pidana murni yang teslelpai penyelesaian
yang bersifat perdata, hukum pidana islam memanda@gbunuhan
sebagai tindak pidana yang didalamnya terdapatrukesperdataan antara
korban dan pelaku yang nantinya akan mempengarakep hukuman yang
akan diberikan kepada pelaku.

Jika diperhatikan lebih lanjut asas kepastian hukamg senantiasa
berpijak pada pada legalitas aturan yang diperugidan dalam hukum

pidana positif, tidak jauh beda dengan hukum pidet@am yang juga
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mewajibkan untuk berpijak pada legalitas aturargyttah diatur dalam Al-
Quran maupun Sunnah. Termasuk dalam tindak pidp@abunuhan,
dalam tindak pidana ini telah diatur dalam Al-Qurmengenai penerapan
Qishash diyat,maupun pemaafan, sehingggohadalam memformulasikan
hukum tidak banyak mengalami perbedaan, termasw@miryafi'i yang
mendasarkan formulasi hukumnya pada al-qur'an, &umma’ dangiyas

Secara substansi proses interpretasi teks yangudda oleh para
fugoha khususnya adalah untuk mendekati nilai-nilai kisadiyang telah
diwahyukan. Hukum islam memandang bahwa dalam kingadana
pembunuhan terdapat hak manusia yang harus dipeetkbih dahulu
sebelum berbicara mengenai hak Allah. Ini membuaktibahwa formulasi
hukum dengan pendekatan teks dalam tindak pidamdopnuhan bukanlah
semata-mata sebagai metode yang kaku yang mengesiarp hubungan
antar manusia, akan tetapi pemulihan terhadap kaiibdak pidana dalam
hal ini juga mendapat prioritas yang harus didakerhu

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pentindioesep keadilan
restoratif dalam sistem peradilan pidana konvergioraupun dalam hukum
pidana islam. Dalam Hand book Restorative JustiB& hengemukakan

prinsip-prinsip yang mendasari program keadilatorasf, yaitu:

1. That the response to crime should repair a muclp@ssible the harm
suffered by the victim
Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksionagkin

membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupaaah satu tujuan
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utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipsdbagai pola pikir
yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidRerayelesaian
dengan pendekatan keadilan restoratif membuka ddesgskorban untuk
menjadi salah satu pihak yang menentukan penyales&hir dari tindak
pidana karena korban adalah pihak yang paling ttiangdan yang paling
menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan peayateyang dilakukan
harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupas@on positif bagi
korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaiiean pgnggantian

kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.

2. That offenders should be brought to understand tiingit behaviour is not
acceptable and that it had some real consequermeshé victim and

community

Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dgika pelaku
menyadari dan mengakui kesalahanya. Dalam prosesoragf,
diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahatergebut serta
akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaradapat membawa
pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secaraedakdtakna kerelaan
harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan ipeks diri atas apa
yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evalligssehingga
muncul akan kesadaran untuk menilai perbuataneygah pandangan
yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara apidiimarapkan
merupakan suatu program yang dalam setiap tahgpamerupakan

suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suasana yang
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dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelalau m
melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapairing untuk
menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannydahdauatu yang
tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tiadaku merugikan
korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertangguagpn yang
dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yaamang

seharusnya diterima dan dijalani.

3. That offenders can and should accept responsildityheir acton;

Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelakuntdit untuk
rela bertanggungjawab atas “kerusakkan” yang timbakibat tindak
pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakgnatu lain yang
ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratifp@adanya kesadaran
atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapabeveapelaku secara

sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana tgdaly dilakukannya.

4. That victims should have an opportunity to expriémsr needs and to
participate in determining the best way ftre offender to make

reparation.

Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimapeoses
penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadikoratif
membuka akses kepada korban untuk berpartisipasirasdangsung
terhadap proses penyelesaian tindak pidana yangditePartisipasi

korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan amtatas ganti
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kerugian, karena sesungguhnya korban juga memidsisi penting
untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasukbaegkitkan
kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan gaiasip kedua.
Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini negikdin suatu tanda
akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi aktabean dan pelaku
dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upayanuliean

hubungan sosial antara keduanya.

5. That the community has a responsibility to contietio this process

Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan kodaa pelaku,
tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggjanwab baik dalam
penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanhasil
kesepakatan, Maka, dalam upaya restoratif, masyamddpat berperan
sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitSegara langsung
maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakgiarbaari korban

yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil prasgderjalan.

Kaitannya dengan prinsip pertama dan keempat lkeadestoratif
yang menekankan adanya pemulihan bagi korban adeaya ruang bagi
korban untuk berpartisipasi, hukum pidana islam pasisikan korban yang
dalam hal ini adalah keluarga korban sebagai pyaalg paling penting yang
nantinya dapat mempengaruhi hukuman apa yang akanakukan sebagi

upaya untuk memulihkan atas kerugian yang dideréan
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Keluarga korban memiliki kewenangan memitjlshashataudiyat
sebagai tuntutan yang harus dipenuhi oleh pelaland&asus pembunuhan
yang disengaja. Dan pelaku dituntut untuk memeaphiyang telah menjadi
keinginan keluarga korban sebagai ganti atas pa&boga. Sedangkan dalam
kasus pembunuhan yang tidak diniati untuk membudai pembunuhan
tersalah, hukum pidana islam mewajibkdiyat kepada pelaku dengan
memberikan sejumlah harta benda miliknya sebagantalah diatur dan
dibahas dalam bab sebelumnya. Bahkan hukum piddera juga berbicara
mengenai kemungkinan adanya pemaafan tanpa dikgtkg@luarga korban

merelakan atau mengikhlaskan.

Dari prinsip ini tentunya apa yang telah diformikaa hukum islam
dalam tindak pidana pembunuhan tentulah sudah mémennsip keadilan
restoratif yang dikemukakan oleh PBB untuk memlagrikempat kepada
korban yang dalam hal ini adalah keluarga korbamukursemaksimal

mungkin mendapat pemulihan atas tindak pidana peattan yang terjadi.

Sementara dalam prinsip kedua dan ketiga keaddatonatif yang
menekankan adanya kesadaran dan kerelaan bert@jagab dari pelaku,
hukum pidana islam berpandangan bahwa kerelaarkiypeidak menjadi
pijakan terhadap putusan pidana yang dapat mendullaiman yang akan
diterima pelaku dalam tindak pidana pembunuhanamatindak pidana
pembunuhan merupakan hak keluarga korban untuk mhga hukumam
apa yang akan diberikan terhadap pelaku. Keluaoghak boleh memilih

gishashataudiyat baik pelaku rela ataupun tidak. Dan jika pelakunatak
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untuk membayar diyat maka bagi keluarga korbarktatda pilihan kecuali
gishashatau pengampunan. Akan tetapi adanya ketentuaksisaonkok,

pengganti, dan tambahan dalam tindak pidana penmamnsecara tidak
langsung memberikan peluang bagi pelaku untuk npatlklan keringanan
hukuman. Sehingga diharapkan keringanan hukumardapat membuat
pelaku menyadari kesalahannya dan rela untuk lygrtengjawab atas tindak

pidana pembunuhan yang telah dilakukan.

Mengenai prinsip kelima keadilan restoratif yangngikut sertakan
keterlibatan masyarakat, hukum pidana islam tidamimhas secara rinci
terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pesgin tindak pidana
pembunuhan. Akan tetapi secara prinsip, keterlibatzasyarakat dapat
diwakili oleh aparat penegak hukum dalam hal idalah hakim untuk

melaksakan proses mediasi dan eksekusi.

Dalam prinsip lain keadilan resoratif menyebutkahwa penggunaan
pendekatan restoratif tidak boleh bertentangan aerigak Asasi Manusia
(HAM) dan juga adanya penekanan penggunaan perasfekat diharapkan
tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. @ian prinsip inilah
yang mendorong penghapusan pidana mati dalam spgernidanaan sebagai

upaya restoratif dalam pelindungan HAM.

Konsep gishashdalam hukum pidana islam sebagai sanksi pokok
dalam tindak pidana pembunuhan tentu sangat bengat dengan prinsip

Hak Asasi Manusia terkait dengan hak keberlangsuhghup setiap individu
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yang terdapat dalam Deklarasi Umum Hak asasi Man(id@yHAM) maupun
ketentuan-ketentuan dalamernational Convenant Civil and Political Right
(ICCPR). Akan tetapi berdasarkan analisa penugtgerkuan gishash dalam
hukum pidana islam merupakan ketentuan yang dikanukeberadaannya.
Pertama keberadaanishashdalam hukum pidana islam dapat memberikan
nilai tawar kepada korban untuk mendapat pemulgeara maksimal. Nilai
tawar dalam hal ini adalah nilai tawar korban kepaélaku untuk serius
bertanggungjawab memulihkan kerugian atas perbogsaiKedua,didalam
gishash terdapat efek jera yang diharapkan mampu mencptasuatu
keteraturan dalam masyarakat sebagaimana fungsimhwebagaisocial

engineering.

Meskipun konsep keadilan restoratif saat ini hahisa digunakan
pada delik-delik pidana tertentu, akan tetapi pagda hukum islam yang
memungkinkan adanyaiversi dari gishashke diyat bahkan pemaafan tanpa
diyat dalam tindak pidana pembunuhan diharapkanjadepijakan dalam
penyelesaian perkara pidana untuk lebih mempedratiepentingan korban

dalam rangka pemulihan atas kerugian yang diderita.

. PROSPEK  PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA
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Keadilan restoratif bukanlah suatu yang asing damnu,bkarena
keadilan ini telah dikenal dalam hukum tradisiongng hidup dalam
masyarakat. Dalam wacana tradisional, keadilanora$t pada dasarnya
merupakan model pendekatan dalam sistem peradimma yang dominan
pada masyarakat adat diberbagai belahan dunia kangpa kini masih
berjalan. Keadilan ini menjadi sesuatu yang barerka dalam kenyataannya
justru masyarakat modern kembali mempertanyakanailvega sistem
peradilan pidana tradisional dapat digunakan keimBalam menangani

tindak pidana yang sangat berkembang pada masasgka

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindakana pada
dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana padanya yaitu
serangan terhadap individu dan masyarakat sertanigab kemasyarakatan.
Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratdrb&n utama atas
terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negaraagsimana dalam sistem
peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenamghatan menciptakan
kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibgadinya suatu
tindak pidana. Semantara keadilan dimaknai seb@agases pencarian
pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perka@nap dimana
keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku merpadting dalam usaha
perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangguinusaha perbaikan

tersebut.
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Dalam bab sebelumnya telah dibahas kedudukan kead#storatif
dalam sistem peradilan pidana, yaitu pada tahapamjadikasi, Ajudikasi,

dan Purna Ajudikasi.

Pada tahap pra ajudikasi pendekatan keadilan ati$tditawarkan
dalam fase awal proses peradilan pidana, kalaundsilstem peradila pidana
di indonesia yaitu proses peradilan pidana paldapt&epolisian. Pada tahap
ini, kepolisian bisa menggunakan kewenangan diskrasyang diatur dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisigaike Republik
Indonesia untuk melakukan diversi atau pengalihasgs pidana pada proses
informal. Diversi ini bisa berbentuk mediasi yanggmpertemukan pihak
pelaku dan korban untuk bersama menyelesaiakn naergalana yang

dihadapi, sehinnga perkara tidak pelu untuk dildajo sampai Kejaksaan.

Saat ini kewenangan diskresi kepolisian untuk medak diversi
sangat jarang dilakukan karena belum adanya paljukgm yang mengatur
secara obyektif terkait dengan kewenangan diskiepolisian untuk
melakukandiversi sehingga prosediversi yang dilakukan tidak berbenturan

dengan asas kepastian hukum.

Oleh karena itu perlu kiranya bagi kepolisian untuk
mempertimbangkan aspek-aspek keadilan resorati&lmys menggunakan

kewenangan diskresinya dalam kasus-kasus Anak &mpha dengan
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Hukum (ABH) dengan mempertimbangkan prinsip kepeyath terbaik dan

hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam tahapan ajudikasi penerapan keadilan regtodapat
berbentuk putusan hakim yang mempertimbangkan eagmdk keadilan
misalnya berupa pembinaan terhadap pelaku tindalanpi sehingga
pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai upaya umtembalas suatu
tindak pidana, akan tetapi sedapat mungkin pematan@ampu untuk

memulihkan kembali hubungan sosial yang rusak akaiihdak pidana.

Dalam hal ini dukungan legislasi dan kebijakan pemteh menjadi
sangat penting dalam memberikan pembenaran kepadam huntuk
melakukan diversi tanpa takut bertentangan dengan hukum. Bila diatas
diversi didifinisikan sebagai pengalihan dari proses uppiglna kepada
upaya lain sebelum persidangan, maka dalam haliwersi dimaknai lebih
luas, termasuk juga putusan hakim untuk mengalijlkars pemidanaan,
peringanan pidana atau penghapus pidana. Melaldgbatan restoratif,
diversitidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi judgh hakim di dalam

putusannya.

Penulis mencontohkan kecelakaan lalu lintas yangemaskan
korban jiwa. Secara normatif kecelakaan tersebyatdanenyeret pelaku
dalam proses peradilan pidana yang memungkinkaakpeaintuk dihukum.

Sehingga tentu saja jika berpijak pada asas legdtitkum setiap perbuatan

® Prinsip kepentingan tebaik anak secara spesi#ituddalam Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
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yang memenuhi rumusan delik dalam pidana maka grpeeadilan pidana
harus diberlakukan. Sehingga penerapan restoratind hal ini bisa
berbentuk peringanan atau penghapusan pidana galtusan pengadilan,
yakni apabila ada kesepakatan/perdamaian antarbarkodan pelaku,
kesepakatan tersebut dapat dijadikan dasar peangaiau dasar penghapus

pidana dalam pengadilan.

Sementara dalam tahapan purna ajudikasi penerapauildn
restoratif yang digunakan bisa dalam bentuk pendsyap dari putusan yang
dijatuhkan oleh pengadilan. Pendampingan disinatibprupa suatu program
yang mengupayakan pertemuan antara terpidana dapmarkosehingga
diharapkan terpidana bisa menyadari kerusakan tiartml atas perbuatan
yang telah dia lakukan dan korban dapat membergemaafan sehingga
bagi terpidana tidak lagi memiliki beban moral yahgrapannya ketika
kembali lagi ke masyarakat bisa memulihkan huburggsial yang selama

ini terstigma atas kejahatan yang pernah pelakukkak

Tentunya masih jauh jika melihat sistem peradiladampa Indonesia
yang ada saat ini yang kurang memberikan tempait kesglilan restoratif
guna memposisikan hukum sebagaimana mestinya untgkegakkan
keadilan. Berdasarkan analis penulis sangat pédmya untuk melakuakan
reformasi KUHAP dengan memasukkan prinsip-prinsgadilan restoratif
dalam setiap proses peradilan dalam sistem pemnagildana Indonesia

sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai attxaan yang kaku, akan



85

tetapi hukum sebagaimana diungkapkan satjipto j@harkum yang dapat

memberikan kebahagiaan bagi semua pihak.



